SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 60 TAHUN 2013
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Menimbang

UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pelayanan

pengadaaan  barang/jasa, perlu inovasi terhadap
pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa yang

dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi;

bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pelayanan
pengadaan barang/jasa dengan pemanfaatan teknologi
informasi, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun
2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Layanan Pengadaan Kabupaten Pati sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor
60 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pati perlu

disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Pati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati
Nomor Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan

Kabupaten Pati;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaraan  Sistem dan  Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5348);

. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



8.

9.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman = Pengelolaan @ Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Kepala  Lembaga  Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit
Layanan Pengadaan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Unit Layanan Pengadaan,;

Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang
E Tendering;

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);

Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan
Pengadaan Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2013 Nomor 598) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 60 Tahun
2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Layanan Pengadaan Kabupaten Pati (Berita Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 78);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 60 TAHUN 2013 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN PATI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 60

Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pati (Berita Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 598) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 60

Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pati Pati (Berita Daerah

Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 78), diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 7 dan angka 8 disisipkan
1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pati.

3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Sekretariat Daerah adalah  Sekretariat Daerah
Kabupaten Pati.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

6. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disingkat
ULP adalah Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pati.

7. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya
disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara
Elektronik Kabupaten Pati.



7a. Sistem Informasi Manajemen Unit Layanan Pengadaan

10.

11.

12.

13.

yang selanjutnya disebut SIM ULP adalah aplikasi yang
dikembangkan untuk  menyelenggarakan  Sistem
Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik
para pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya
disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk
memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan
kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan

untuk memperoleh barang/jasa.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah
lembaga pemerintah yang bertugas

mengembangkan dan merumuskan kebijakan
pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja
ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal,
beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat
ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang
bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia
pengadaan barang/jasa.

Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah
adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas
kompetensi dan kemampuan profesi di bidang
pengadaan barang/jasa.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat
KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh kepala daerah
untuk menggunakan APBD.



14

15.

16.

17.

18.

.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan
konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk
melaksanaan pengadaan langsung.

Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan
oleh kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan yang
memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati
oleh para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa.
Strategi pengadaan adalah wusaha terbaik yang
dilakukan untuk mencapai tujuan pengadaan dalam
mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, tepat
kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga
berdasarkan aturan/prosedur, etika, kebijakan dan

prinsip pengadaan.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Tugas ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,

meliputi :
a. mengkaji ulang rencana umum pengadaan

barang/jasa bersama PPK;

b. menyusun rencana pemilihan penyedia
barang/jasa;
c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan

barang/jasa di website Pemerintah Daerah dan
papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta
menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan pada
Portal Pengadaan Nasional;

d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui

prakualifikasi atau pascakualifikasi;



(2)

0.

melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga
terhadap penawaran yang masuk;

menjawab sanggahan;

menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan
salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa
kepada PPK;

menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia
barang/jasa;

mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri,
kerangka acuan kerja/sepsifikasi teknis pekerjaan
dan rancangan kontrak kepada PPK;

membuat laporan mengenai proses dan hasil
pengadaan kepada Bupati;

memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA,;
menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan
barang/jasa di lingkungan ULP;

melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan
menggunakan sistem pengadaan secara elektronik
di SIM ULP dan LPSE;

melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan
barang/jasa yang telah dilaksanakan;

mengelola SIM ULP.

Pengadaan barang/jasa dengan SIM ULP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf m wajib digunakan oleh

seluruh pelaku pengadaan barang/jasa.

Pelaku pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) yaitu :

a.
b.

C.

Kepala ULP;
Sekretaris ULP;
Staf Pendukung;
Pokja ULP; dan
PPK.



(4) Petunjuk teknis operasional penggunaan SIM ULP
diatur lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah

Kabupaten Pati.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi

sebagai berikut :
Pasal 16

Ruang lingkup tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi :

a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan,
kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah
tangga ULP;

b. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/
diseleksi;

c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang
dibutuhkan Pokja ULP;

d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia
barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP;

e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan
yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa;

f. mengelola SIM ULP untuk mendukung pelaksanaan
pengadaan barang/jasa;

g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan
dan menyusun laporan; dan

i. menyiapkan dan mengoordinasikan tim teknis dan staf

pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.

Pasal 1I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 20 Juli 2017

BUPATI PATI,

Ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 20 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2017 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
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SITI SUBIATI, SH, MM
Pembina
NIP. 19720424 199703 2 010




